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Abstract

Corruption in Indonesia continues to increase from year to year. Corruption
has become an extraordinary crime. Thus its eradication can no longer be done
customarily, but it should be charged with an extraordinary way. Corruption
can pose a danger to human life, because it has penetrated into various sectors
such as education, health, provision of food and clothing of the people, religious
life, and other social services. In Indonesia, the departments in charge of
corruption are police, prosecutors and KPK. The task of the police in dealing
with a criminal offense is doing the investigation. The task of attorney in
dealing with corruption is also conducting an inspection, investigation and
prosecution. Then, KPK isalso conduct an inspection, investigation and
prosecution.
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A. Pendahuluan

Di televisi, surat kabar, majalah, sering kita
lihat, dengar, kita baca banyak pejabat negara maupun
penyelenggara negara di Indonesia ini melakukan tindak
pidana korupsi. Harta Negara yang di korupsi, tidak
hanya jutaan, miliaran, bahkan sampai triliunan. Kasus
bank Century, proyek Hambalang, Simulator SIM, pejabat
daerah yang korupsi dan masih banyak yang lainnya, ini
menunjukan korupsi di negara Indonesia sudah menjadi
sebuah penyakit yang kronis. Walaupun perkara-perkara
korupsi diatas, sudah ditangani oleh lembaga-lembaga yang
berwenang menangani hal tersebut.

Tindak  pidana  korupsi di  Indonesia
Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun.
Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang
luar biasa. Dengan demikian upaya pemberantasannya
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tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut
dengan cara yang luar biasa. Korupsi dapat menimbulkan
bahaya terhadap kehidupan umat manusia, karena telah
merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan
sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi
pelayanan sosial lain.

Beberapa kasus korupsi yang telah terungkap tidak
membuat jera para pelaku korupsi lainnya, dan semakin
gencarnya pemerintah melakukan pemberantasan terhadap
aksi korupsi maka semakin cerdik pula tindakan para
pelaku korupsi untuk mengelabui para aparat pemrintahan
khususnya. Kedudukan dan jabatan yang dipunyai
menjadi senjata ampuh di samping beberapa alasan untuk
mengelabui para aparatur hukum Negara di bidang
pemberantasan korupsi.

Dengan pembentukan lembaga Negara KPK, maka
korupsi dilndinesia di tangani tidak hanya kepolisian dan
kejaksaaan saja, tetapi bisa juga di lakukan oleh KPK, di
harapkan korupsi hilang di bumi Indonesia. Walaupun
masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa
penegakan hukum tindak pidana korupsi tumpang tindih
antara kepolisian, kejaksaan dan KPK.

B. Tindak Pidana Korupsi

Sebelum mendefinisikan Tindak pidana korupsi,
maka harus dijelaskan dulu mengenai tindak pidana dan
korupsi. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum
yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja
oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas
tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan
sebagai tindakan yang dapat dihukum (Lilik Mulyadi, 2000
: 45).

MenurutMarpaung, korupsiadalahpenyelewengan
atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan
sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)
(Leden Marpaung, 2007 : 5).

Menurut kartini Kartono yang dikutip dalam
bukunya ICCE, yang di maksud dengan korupsi adalah
tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan

YUDISIA, Vol. 5, No. 1, Juni 2014 103



Junaidi Abdullah

104

jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan
kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan
pribadiatau kelompok tertentu (ICCE, 2006 : 233). Sedangkan
korupsi menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999, korupsi merupaka tindakan melawan hukum untuk
memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau
sebuah korporasi), yang secara langusng maupun tidak
langsung merugikan keuangan atau prekonomian Negara.
Kemudian didalam pasal 3 disebutkan bahwa korupsi
adalah Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu Kkorporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
Negara,

Dari pengertian tindak pidana dan korupsi maka
bisa disimpulkan, bahwa tindak pidana korupsi adalah Jadi
Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan sebagai tindakan
melawan hukum yang tindakannya tersebut oleh undang-
undang sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi
Untuk bisa dikatakan sebagai korupsi, korupsi
harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi
adalah :

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan
hukum

2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.

3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau
orang lain.

4. Tindakan tersebut merugikan negara atau
perekonomian Negara atau patut diduga merugikan
keuangan dan perekonomian negara.

5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau
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penyelenggara negara karena atau berhubungan
dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,
dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim
dengan maksud untuk mempengaruhi putusan
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang
yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan ditentukan menjadi advokat untuk
menghadiri sidang pengadilan dengan maksud
untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang
akan diberikan berhubung dengan perkara yang
diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan
terjadinya perbuatan curang tersebut.

10. Pegawainegeri atau orang selain pegawai negeri yang
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara
terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan
sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang
disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang
atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan
oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan
perbuatan tersebut.

11. Dengan sengaja Menggelapkan, menghancurkan,
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai
barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk
meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat
yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya
dan membiarkan orang lain menghilangkan,
menghancurkan, merusakkan, atau membuat
tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar
tersebut serta membantu orang lain menghilangkan,
menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak
dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau
patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang
berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut
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pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji
tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Sedangkan Jenis tindak pidana korupsi dapat

dikelompokkan;

Kerugian keuangan Negara

Suap-menyuap

Penggelapan dalam jabatan

Pemerasan

Perbuatan curang,

Benturan kepentingan dalam pengadaan
Gratifikasi (Komisi Pemberantasan Korupsi,
2006 : 16-17).

Menurut Inpres no 9 dan 17 tahun 2011 tentang
aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
tahun 2012, bahwa ada 10 area yang rawan tindak pidana
korupsi, yaitu :

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah

NSOl N

2. Keuangan dan Perbankan

3. Perpajakan

4. Minyak gas dan bumi

5. BUMN dan BUMD

6. Kepabeanan dan Cukai

7. Aset Negara dan Daerah

8. Pengelolaan APBN dan APBD
9. Pertambangan

10. Pelayanan Umum

C. Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi
di Indonesia
Di Indonesia, lembaga-lembaga yang berhak
menangani tindak pidana korupsi terdiri dari 3 (tiga)
lembaga, yakni :
1. Kepolisian
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia
merupakan alat negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
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menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi
pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat (Pasal 2 undang-undang No 2 tahun 2002)).

Tugas polisi secara umum sebagaimana
tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara
Republik Indonesia adalah :

a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Menegakkan hukum

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian

Negara Republik Indonesia bertugas :

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan,
dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan
pemerintah sesuai kebutuhan;

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin
keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di
jalan;

c. Membinamasyarakatuntukmeningkatkan partisipasi
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta
ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan;

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan
umumy

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan
teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai
negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan
swakarsa;

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap
semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara
pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
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h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian,
kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan
psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian;

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda,
masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan
ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia;

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk

sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau
pihak yang berwenang;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan kepentingannya dalam lingkup tugas
kepolisian;

. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum
berwenang :

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga
masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban
umum;

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit
masyarakat;

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan
perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan
bangsa;

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup
kewenangan administratif kepolisian;

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian
dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta
memotret seseorang;

i. Mencari keterangan dan barang bukti;

j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal

Nasional;
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k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan
yangdiperlukandalamrangka pelayananmasyarakat;

1. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi
lain, serta kegiatan masyarakat;

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk
sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan lainnya
berwenang :

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian
umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi
kendaraan bermotor;

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan
bermotor;

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata
api, bahan peledak, dan senjata tajam;

f. Memberikan izin operasional dan melakukan
pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa
pengamanan;

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih
aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan
swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara
lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan
internasional;

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian
terhadap orang asing yang berada di wilayah
Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam
organisasi kepolisian internasional;

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk
dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas di
bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik
Indonesia berwenang untuk :

a. Melakukan penangkapan, penahanan,
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penggeledahan, dan penyitaan;

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki
tempat kejadian perkara untuk kepentingan
penyidikan;

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada
penyidik dalam rangka penyidikan;

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan;

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut
umum;

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada
pejabat imigrasi yang berwenang di tempat
pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang
yang disangka melakukan tindak pidana;

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada
penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil
penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk
diserahkan kepada penuntut umum;

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab.

Tugas dan Tanggung Jawab Polisi dalam Tindak
Pidana Korupsi sebagai Penyidik

Tugas dan Tanggung Jawab Polisi dalam Tindak
Pidana Korupsi adalah sebagai Penyidik. Tugas dan
tanggung jawab Penyidik telah diatur jelas dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Pasal 4 sampai pasal 9 KUHAP menguraikan
tentang Penyidik adalah Pejabat kepolisian Negara
Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan
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tanggung jawab melakukan Penyelidikan, Penyidikan

sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak

pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi
dan tatacara dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawab tersebut terurai dalam pasal 102 sampai pasal 136

KUHAP.

Pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diuaraikan
juga mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai
Penyidik (Pasal 1 sampai Pasal 8 serta pasal 10), Pasal 14
huruf g menyatakan dalam tugas dan tanggung jawab
penyidik berpedoman pada KUHAP.

Untuk menangani tindak pidana korupsi,
kepolisian, berpedoman pada :

a. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP,
dijelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia. Penyidik menurut
KUHAP berwenang melakukan penyidikan tindak
pidana yang terjadi, dimana pasal 1 ayat (1),(2) tidak
mengenal istilah pidana umum atau pidana khusus,
dengan demikian setiap perbuatan yang melawan
hukum dan diancam dengan pidana baik yang ada
di dalam maupun di luar KUHP, Penyidik dalam hal
ini Polisi berwenang melakukan penyidikan. Dengan
demikian kewenangan tersebut telah ada sejak
diberlakukannya KUHAP.

b. Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang
diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 Tahun
2001. Undang-undang ini memberikan kewenangan
seluas-luasnya kepada Penyidik kepolisian untuk
melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang
dijelaskan dalam Undang-undang ini secara rinci
dan memuat ketentuan pidana yaitu menentukan
ancaman pidana minimum khusus, pidana denda
yang lebih tinggi dan diancam pidana khusus yang
merupakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pasal 26 menjelaskan : Penyelidikan, Penuntutan
dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap
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Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan
hukum Acara Pidana yang berlaku dan ditentukan
lain dalam undang- undang ini dimana kewenangan
penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk
melakukan penyadapan.

c. Berdasarkan Undang Undang RI No.2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 14 ayat (1) yaitu melakukan penyelidikan
dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan
perundang - undangan lain.

Dengan demikian kewenangan penyidik
Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi
sudah jelas dan terarah sehingga apa yang diharapkan
oleh pemerintah/ masyarakat kepada aparat penegak
hukum dalam hal ini Kepolisian dapat berjalan dengan
baik

Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara, hususnya di bidang
penuntutan (Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004).
Sedangkan yang di maksud jaksa adalah pejabat
fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-
undang.

Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang
pidana :
1. Melakukan penuntutan

2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
putusan pidana bersyarat, putusan pidana
pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
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tertentu berdasarkan undang- undang
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk
itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan
sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
Dengan adanya tugas dan wewenang kejaksaan
pada poin 4, yakni melakukan penyidikan terhadap
tindak pidana tertentu berdasarkan Undang Undang,
maka kejaksaan bisa menangani tindak pidana
kmorupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan
salah satu tindak pidana yang diatur dalam undang
Undang, yakni Undang Undang Nomor 31 tahun i999.
Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi,
kejaksaan berpedoman pada :
a. Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia
b. Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang
kewenangan jaksa untuk mengambil alih berita acara
pemeriksaan, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan
: “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang
ini diundangkan, maka terhadap semua perkara
diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan
pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan
khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada
undang-undang tertentu, sampai ada perubahan
dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah
lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun (Undang-Undang No.
30 Tahun 2002).

KPK dalam nmberanta korupsi berasaskan pada
Kepastian hukum;
Keterbukaan;
Akuntabilitas;
Kepentingan umum;
Proporsionalitas.

Ol DN =
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Yang dimaksud dengan kepastian hukum
adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,
dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas
dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Asas. keterbukaan adalah asas yang membuka
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
menjalankan tugas dan fungsinya; Akuntabilitas adalah
asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus
dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Asa kepentingan umum adalah asas yang
mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara
yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Sedangjan
proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan
keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung
jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi:
1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Melakukan  penyelidikan, = penyidikan, = dan
penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak
pidana korupsi; dan

5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan
pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi Komisi

Pemberantasan Korupsi berwenang :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan tindak pidana korupsi;

2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan
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pemberantasan tindak pidana korupsi;

3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan
tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan
dengan instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

5. Meminta laporan instansi terkait mengenai
pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas supervisi, Komisi
Pemberantasan  Korupsi  berwenang melakukan
pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap
instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya
yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana
korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan
pelayanan publik. Dalam tugas ini pula, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil
alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak
pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian
atau kejaksaan.

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan,
dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan
alas an:

a. Laporan masyarakat mengenaitindak pidana korupsi
tidak ditindak lanjuti;

b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara
berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan;

c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk
melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang
sesungguhnya;

d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung
unsur korupsi;

e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi
karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau
legislatif;

f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian
atau kejaksaan, penanganan tindak pidana
korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat
dipertanggung jawabkan.
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Dalam hal tugas melakukan penyelidikan,

penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana
korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
tindak pidana korupsi yang :

a.

Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara
negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum atau penyelenggara negara;
Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan,

penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan
Korupsi berwenang pula :

a.

b.

Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk
melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
Meminta keterangan kepada bank atau lembaga
keuangan lainnya tentang keadaan keuangan
tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan
lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil
dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak
lain yang terkait;

Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan
tersangka untuk ~memberhentikan sementara
tersangka dari jabatannya;

Meminta data kekayaan dan data perpajakan
tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan,
transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya
atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta
konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka
atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal
yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana
korupsi yang sedang diperiksa;

Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi
penegak hukum negara lain untuk melakukan
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pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti
di luar negeri;

i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang
terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan,
penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak
pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan
langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap
laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;

c. Menyelenggarakan program pendidikan anti
korupsi pada setiap jenjang pendidikan;

d. Merancang dan mendorong terlaksananya program
sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;

e. Melakukan  kampanye  antikorupsi  kepada
masyarakat umum;

f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas monitor, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang :

a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan
administrasi di semua lembaga negara dan
pemerintah;

b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara
dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika
berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan
administrasi tersebut berpotensi korupsi;

c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi
Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan
tersebut tidak diindahkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:

a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau
pelapor yang menyampaikan laporan ataupun
memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak
pidana korupsi;
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b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang
memerlukan atau memberikan bantuan untuk
memperoleh data lain yang berkaitan dengan
hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang
ditanganinya;

c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya
kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan
Pemeriksa Keuangan;

d. Menegakkan sumpah jabatan;

e. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan
wewenangnya berdasarkan asas-asas

Harmonisasi Antar Lembaga Lembaga Penanganan
Tindak Pidana Korupsi

Sampai saat ini, masyarakat Indonesia masih
beranggapan bahwa penegakan hukum tindak pidana
korupsi masih tumpang tindih antara kepolisian, kejaksaan
dan KPK. Padahal sudah jelas tugas dan wewenang masing-
masing lembaga.

Akan tetapi, dalam implementasinya, kadangkala
antar lembaga ini saling menjatuhkan, seperti kepolisian
dan KPK (kasus cicak dan buayanya). Hal ini di sebabkan
kurang memahami penegakan hukum tindak pidana
korupsi.

Di satu pihak, fungsi KPK, sebagai lembaga Super
Body institusi penegak hukum kejahatan korupsi telah
mendapatkan pembenaran juridis. Sehingga kehadiran KPK,
umumnya cenderung menimbulkan kontorversial dalam
praktek penegakan hukum kejahatan korupsi di tingkat
lapangan. Terutama, adanya kesan tebang pilih yang tidak
dapat dihilangkan jejaknya. Di pihak lain, peran institusi
penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan merasa
terkurangi. Sebab, dahulu penanganan kasus korupsi
merupakan kewenangan bersama polisi, jaksa. Akan tetapi,
sejak keluarnya Undang Undang No.31/2002, kejahatan
korupsi, dalam ukuran tertentu (di atas 1 miliar) merupakan
jurisdiksi kompetensi KPK. Sehingga, pihak kepolisian,
yang merupakan pintu gerbang proses penyelidikan
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dan penyidikan dalam penegakan hukum dalam tindak
pelanggaran dan kejahatan, termasuk kejahatan korupsi
menjadi amat terkurangi. Dalam kejahatan korupsi tertentu,
polisi tidak dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan
di tingkat lapangan, menempatkan situasi kontra-produktif
bagi citra kepolisian.

Problematika dalam penegakan hukum tindak
pidana korupsi ini harus diselesaikan dengan baik, maka
perlu harmonisasi antar lembaga penanganan tindak pidana
korupsi, artinya lembaga penanganan korupsi mengetahui
tugas dan wewenang masing-masing dalam memberantas
dan menegakkan hukum tindak pidana korupsi. Yang paling
penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ini
adalah kerjasama antar lembaga penanganan tindak pidana
korupsi dengan memberikan penanganan penyelidikan
maupun penyidikan bahkan bisa sharing dalam menangani
kasus korupsi.

Yang paling penting, aturan main penegakan
hukum tindak pidana korupsi antar lembaga berbeda-beda.
Kepolisian mengacu pada Undang Undang No. 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pejabat polisi
negara RI adalah bertindak sebagai penyelidik dan penyidik
perkara Jadi, polisi berwenang untuk menjadi penyelidik dan
penyidik untuk setiap tindak pidana (termasuk di dalamnya
adalah tindak pidana korupsi). Adapun kewenangan
kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam
Undang Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Undang Undang Kejaksaan).
Berdasarkan pasal 30 Undang Undang Kejaksaan, kejaksaaan
berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak
pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Termasuk
kewenangan kejaksaan ini Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20
Tahun 2001. Sedangkan untuk Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), kewenangannnya diberikan oleh Undang
Undang KPK. Berdasarkan pasal 6 Undang Undang KPK,
bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal
11 Undang Undang KPK selanjutnya membatasi bahwa
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kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan
dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum,
penyelenggara negara, dan orang lain yang ada
kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum atau
penyelenggara negara;

2. Mendapat perhatian yang  meresahkan
masyarakat;

3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam penjelasan Undang Undang KPK di
jelaskan dengan pengaturan Undang-Undang ini, Komisi
Pemberantasan Korupsi :

1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking)
yang kuat dan memperlakukan institusi
yang telah ada sebagai “counterpartner” yang
kondusif sehingga pemberantasan korupsi
dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;

2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;

3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan
institusi yang telah ada dalam pemberantasan
korupsi (trigger mechanism);

4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan
memantau institusi yang telah ada, dan dalam
keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas
dan wewenang penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan (superbody) yang sedang
dilaksanakan  oleh  kepolisian  dan/atau
kejaksaan.

Jadi, tidak semua perkara korupsi menjadi
kewenangan KPK, tapi terbatas pada perkara-perkara
korupsi yang memenubhi.

Dengan demikian, penanganan tindak pidana
korupsi bisa dilakukan masing-masing lembaga kepolisian,
kejaksaan dan KPK. Sebagaimana ketentuan Pasal 26
Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 ditentukan bahwa
: “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang
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pengadilan terhadap Tindak Pidana korupsi, dilakukan
berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali
ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Dari pasal di
atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum acara pidana
yang digunakan untuk penanganan tindak pidana korupsi
adalah Hukum Acara Pidana yang berlaku pada saat itu
yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

5. Kesimpulan

Bahwa tugas dan wewenang kepolisian, kejaksaan
dan KPK sama-sama bisa menangani tindak pidana korupsi
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Khusus KPK bisa menangani kasus korupsi dengan syarat
melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara,
dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
atau penyelenggara Negara, mendapat perhatian yang
meresahkan masyarakat dan menyangkut kerugian negara
paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
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